(SALINAN |

BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu
menetapkan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan yang ditetapkan dengan Peraturan
Bupati;

b. bahwa dalam rangka kelancaran pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta untuk peningkatan
penerimaan daerah, maka Bupati Bengkalis Nomor 8 Tahun 2024
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, perlu dilakukan perubahan untuk
disesuiakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 8 Tahun 2024
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6962);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BENGKALIS NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN.

Pasal |

Ketentuan Pasal 12 dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 8 Tahun
2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun
2024 Nomor 8) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.

(2) NJOP ditetapkan setiap tiga tahun, kecuali untuk objek PBB-P2
dan wilayah tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai
perkembangan wilayah.

(3) Objek PBB-P2 dan wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) adalah objek PBB-P2 dan wilayah tertentu yang
perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan nilai
pasar atas tanah yang cukup besar.

(4) Besaran persentase NJKP untuk PBB-P2 ditetapkan sebagai
berikut:

a. untuk NJOP sampai dengan Rp250.000.000,- (dua ratus lima
puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 100% (seratus persen);

b. untuk NJOP diatas Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh
juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah) ditetapkan sebesar 90% (Sembilan puluh persen);

c. untuk NJOP diatas Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);

d. untuk NJOP diatas Rp1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah)
sampai dengan Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
ditetapkan sebesar 100% (seratus persen);
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untuk NJOP diatas Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
sampai dengan Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
ditetapkan sebesar 100% (seratus persen);

untuk NJOP diatas Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
sampai dengan Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
ditetapkan sebesar 100% (seratus persen);

untuk NJOP diatas Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar
rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar
rupiah) ditetapkan sebesar 100% (seratus persen);

untuk NJOP diatas Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar
rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar
rupiah) ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen);

untuk NJOP diatas Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar
rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,- (seratus milyar

rupiah) ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen);
dan/atau

untuk NJOP diatas Rp100.000.000.000,- (seratus milyar
rupiah) ditetapkan sebesar 85% (delapan puluh lima persen).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 23 Januari

Ul

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN UKUM BUPATI BENGKALIS,
TTD
KASMARNI

Diundanglfan d1 Bengkalis
pada tanggal ~/ Janusri 2625
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

TTD

ERSAN SAPUTRA TH
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025 NOMOR 4
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